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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah 

terpencil menurut PP No. 2 Tahun 2018 dan bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat di wilayah 

tersebut. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah keterbatasan akses terhadap pelayanan 

dasar yang seharusnya dijamin oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan 

teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan SPM adalah 

keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan dana daerah. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif 

pemerintah pusat dalam bentuk dukungan kebijakan afirmatif dan pengawasan terhadap pelaksanaan SPM di 

daerah terpencil. 

Kata Kunci: Standar Pelayanan Minimal, Daerah Terpencil, Perlindungan Hukum A.  

 

PENDAHULUAN 

 Dibukanya keran otonomi daerah memberi kelonggaran gerak bagi pemda untuk menata 

ulang roda pemerintahan agar lebih lentur dan menyatu dengan kebutuhan warga. Penekanan 

terhadap kualitas pelayanan tidak lagi bisa berpijak pada pola birokrasi kaku atau manuver 

politik, melainkan mesti menempatkan rakyat sebagai nadi utama dari seluruh rangkaian 

layanan. Karena itu, aparatur mesti hadir dengan pendekatan yang lebih membumi, 

memberikan pengalaman pelayanan yang sarat makna dan berdampak nyata. Bila pendekatan 

ini dijalankan dengan konsistensi, relasi saling percaya antara pemerintah dan masyarakat akan 

tumbuh kuat. 

 Layanan publik adalah pondasi yang tak bisa ditawar dalam tata kelola daerah. Jika 

sektor ini macet, maka pergerakan sektor lainnya ikut tersendat. Maka dibutuhkan arah 

perencanaan yang fokus, termasuk penyusunan standar pelayanan yang terukur, sesuai dengan 

pendelegasian dari pusat ke daerah. Mengacu pada makna dalam KBBI, kata 'standar' berarti 

ukuran yang dijadikan pijakan, 'pelayanan' sebagai cara membantu atau melayani, dan 

'minimal' ialah ambang paling rendah yang masih dapat diterima. Berdasarkan itu, standar 

pelayanan jadi semacam kompas yang menuntun jalannya pelayanan publik agar tetap selaras 

dengan hak warga. 

 Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah bentuk ketetapan tentang jenis dan mutu 

layanan dasar pada urusan pemerintahan yang wajib. Ia merupakan hak mendasar setiap 

individu yang hidup dalam naungan negara. Tujuan besar dari SPM ialah menjamin 

terpenuhinya hak atas pelayanan dasar secara rata dan layak, sesuai dengan jalur aturan yang 

berlaku. SPM ditargetkan menjangkau 100% warga—ini menandakan terpenuhinya kebutuhan 

dasar bagi seluruh kalangan demi cita-cita kesejahteraan bersama. Negara, baik di level pusat 

maupun daerah, memikul tanggung jawab ini secara penuh. Di sisi lain, warga pun perlu 

menyadari peran aktif mereka dalam memenuhi kebutuhan hak dasarnya. 

 Secara normatif, SPM jadi alat penting yang digunakan pemda dalam menunaikan 

urusan wajib. Aturan ini jadi pagar hukum yang memastikan bahwa semua lapisan masyarakat 

mendapat layanan dasar yang setara. Pelaksanaannya tak bisa sembarangan, harus 
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berlandaskan indikator dan tolok ukur nasional yang telah ditentukanPermendagri No. 6 Tahun 

2007 Pasal 4 menggarisbawahi bahwa layanan dasar memiliki tiga unsur utama: menyentuh 

kebutuhan pokok yang dilindungi undang-undang maupun hukum internasional, harus tersedia 

dengan adil tanpa celah, dan berbasis pada data yang akurat—tidak mengejar profit semata. 

 SPM menjadi wujud konkret dari keberpihakan negara pada hak warga. Undang-Undang 

No. 23 Tahun 2014 menetapkan SPM sebagai agenda prioritas dalam urusan pemerintahan, 

yang dituangkan ke dalam program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang terarah pada 

pemenuhan layanan dasarPeraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 menggariskan jenis layanan 

yang wajib disediakan daerah, yang sejatinya mencerminkan kebutuhan pokok tiap insan. Ini 

diperkuat lewat Permendagri No. 100 Tahun 2018 yang memberi batas bawah mutu layanan, 

agar warga tahu apa yang memang menjadi haknya.Dalam upaya menyeimbangkan hak setiap 

warga—termasuk mereka yang bermukim di daerah jauh dari pusat—pemerintah wajib hadir 

memberi jaminan pelayanan. Agar tak terjadi ketimpangan, SPM dijadikan rujukan agar semua 

warga, tanpa kecuali, mendapat layanan dasar yang manusiawi dan setara. 

 Namun realitanya, pelaksanaan SPM di wilayah terpencil tidak semudah membalik 

telapak tangan. Banyak kendala muncul, mulai dari minimnya infrastruktur, kekurangan tenaga 

ahli, hingga akses yang sulit. Oleh sebab itu, perlu kajian lebih dalam mengenai bagaimana 

aturan hukum terkait SPM dilaksanakan di daerah terpencil, khususnya menurut PP No. 2 

Tahun 2018, serta sejauh mana warga di sana benar-benar mendapat perlindungan hukum. 

 Walaupun regulasi sudah tersedia lengkap, tantangan utama tetap terletak pada 

bagaimana implementasinya dijalankan di lapangan. Prosesnya harus mencakup tahap demi 

tahap—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Atas dasar inilah, 

penulis memutuskan untuk mengangkat topik: “Kajian Hukum Terhadap Penerapan Upaya 

Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Dalam Meningkatkan Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) di Daerah Terpencil.” 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang berarti bahwa objek 

kajiannya berpusat pada aturan hukum yang tertulis. Metode ini, yang juga dikenal sebagai 

studi kepustakaan, menganalisis berbagai komponen hukum seperti teori hukum, sejarah 

perkembangan hukum, filsafat hukum, perbandingan hukum, serta struktur, ruang lingkup, 

substansi, dan penafsiran setiap pasal dalam peraturan perundang-undangan. Dengan 

pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengulas implementasi undang-undang, tetapi juga 

menekankan aspek-aspek normatif yang bersifat mengikat secara hukum1. Maka dari itu, secara 

etimologis, riset dapat dimaknai sebagai suatu aktivitas untuk mencari kembali sesuatu yang 

sebelumnya belum sepenuhnya diketahui.  

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengaturan Tentang Pemberlakuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah 

Terpencil Menurut PP Nomor 2 Tahun 2018 

Penerapan kebijakan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diatur lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 

100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa 

pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menerapkan SPM guna menjamin pemenuhan 

jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diterima oleh setiap warga negara secara minimal. 

 
1 Duhita      anindya      jati, reynold simanjundtak,    marven      kasenda ,  constituendum 5 (02) , 57-66, 2024. 

“urgensi   penguatan   komisi   yudisial dalam    sistem     ketatanegaraan    di  

Indonesia     ” https://scholar.google.com/scholar?hl= id&as_sdt=0%2C5&q=penelitian+huk 

um+marven+kasenda&btnG=#d=gs_q abs&t=1748907666670&u=%23p%3D  

Oza47pHkmooJ 
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Penerapan SPM difokuskan terutama bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan 

dasar secara layak dan setara, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil. Dalam 

pelaksanaannya, pemerintah daerah — baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota — wajib 

memperhatikan mutu pelayanan dasar dan berpedoman pada standar teknis yang ditetapkan 

oleh kementerian teknis terkait. Secara umum, implementasi SPM dilaksanakan melalui empat 

tahapan, yaitu: 

1. Pengumpulan Data 

Tahap awal pelaksanaan SPM adalah pengumpulan data yang akurat. Data ini mencakup 

jumlah dan identitas calon penerima layanan dasar, serta ketersediaan sarana dan prasarana 

yang mendukung. Data tersebut menjadi fondasi dalam menentukan target capaian layanan 

dasar yang harus dipenuhi setiap tahunnya sesuai indikator teknis. Proses pengumpulan 

dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah dan hasilnya diintegrasikan ke dalam Sistem 

Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan. 

2. Penghitungan Kebutuhan Pelayanan Dasar 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, pemerintah daerah menghitung selisih antara 

kebutuhan dan ketersediaan barang, jasa, serta infrastruktur pelayanan dasar. Hasil perhitungan 

ini menjadi dasar dalam menyusun rencana pemenuhan pelayanan dengan mengacu pada 

standar biaya yang berlaku. Penghitungan ini juga mempertimbangkan kondisi penerima 

layanan, terutama yang berasal dari kelompok rentan, seperti: 

Masyarakat miskin atau tidak mampu; Barang/jasa yang tidak dapat diakses secara mandiri; 

Wilayah terdampak bencana; Kondisi lain yang menyebabkan ketidakmampuan masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri. 

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar 

 Setelah kebutuhan dihitung, pemerintah daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan 

dasar yang dimuat dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD. Perangkat daerah 

kemudian menyesuaikan rencana tersebut dalam dokumen Renstra dan Renja sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. Rencana ini menjadi indikator penting dalam mengukur kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar 

Tahapan terakhir adalah pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan dasar berdasarkan 

rencana yang telah disusun. Target pelayanan ditentukan berdasarkan jumlah penerima layanan 

yang teridentifikasi setiap tahun. Pemenuhan pelayanan dapat dilakukan dengan penyediaan 

barang dan/atau jasa, atau melalui kerja sama antar daerah. 

Daerah terpencil, meskipu.n tidak disebut secara eksplisit dalam PP Nomor 2 Tahun 

2018, merupakan bagian dari wilaya.h administrasi yang secara hukum tetap wajib 

mendapatkan pelayanan dasar sebagaimana d.iamanatkan dalam peraturan tersebut. Kewajiban 

ini bersumber dari prinsip negara kesejahtera.an (welfare state) yang dianut oleh Indonesia, di 

mana negara bertanggung jawab atas pemen.uhan kebutuha.n dasar seluruh rakyat tanpa 

terkecuali. Menurut Harold Laski, dalam negara kesejahteraan, .negara harus aktif menjamin 

kebutuhan dasar masyarakat, karena keadilan sosial tidak ak.an terwujud hanya dengan pasar 

bebas atau mekanisme birokrasi formal2. Dalam kerangka i.nilah SPM merupakan manifestasi 

dari tanggung jawab negara kepada warga negara, terutama m.ereka yang berada dalam kondisi 

geografis yang sulit dijangkau. 

B. Perlindungan hukum bagi Masyarakat did aerah terpencil berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 

Hak atas pelayanan dasar ad.alah hak .konstitusional yang mele.kat pada setia.p warga 

.negara. tanpa dis.kriminas.i. Dalam kon.teks ini, m.asyarakat di daerah te.rpencil memiliki. 

 
2 Harold Laski, A Grammar of Politics, Yale University Press, New Haven, 1930, hlm. 55.   
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hak yang. sama dengan masyara.kat di daerah .perkotaan untuk memp.eroleh pendidika.n yang 

laya.k, layanan .kesehatan yang memada.i, air bersih., serta perlind.ungan sosial3.. UU Nom.or 

23 Tahun 201.4 tentang. Pemerintahan. Daerah menegas.kan bahwa urusan pemerintahan 

konkuren. yang wajib meliput.i pelayanan d.asar, yang menj.a.di priorit.as utama dalam. 

pelaksanaan.pembangunan daerah. .Hal ini berart.i pemer.intah daerah b.ertanggung jawab 

unt.uk mem.astikan bahwa .SPM terlaks.an.a di seluruh .wilayahnya, termasu.k di daerah-

.daerah ter.pencil4. 

Jika. hak atas pela.yanan dasar .tidak terpenuhi., masyarakat .berhak men.gajukan 

penga.duan, gu.gatan, atau p.ermintaan perlind.ungan h.ukum melalu.i berbag.ai instrume.n, 

sepert.i Ombudsma.n, pengadil.an, atau l.embaga bantuan hu.kum. Dalam ko.nteks ini, SPM 

m.enjadi da.sar hukum pe.nting bagi. warga dalam .menuntut kead.ilan sosial dan p.emerataan 

pembangu.nan. Impl.ement.asi SPM mer.upa.kan tanggung .jawab bersama an.tara pemerintah 

pus.at dan pemerint.ah daerah. P.emerintah pusat berp.eran dalam menyu.sun kebijakan. 

nasional, me.netapkan indikator. SPM, sert.a menyediak.an dukungan tekn.is dan angga.ran. 

Sedang.kan pemerintah. daerah be.rtanggung jaw.ab atas pelaks.anaan pelayanan das.ar sesuai 

d.engan kondisi wil.ayah masing-masi.ng. Sinergi a.ntara kedu.a tingkatan pemerinta.han ini 

sangat penti.ng agar pela.ksanaan SPM ti.dak menjadi beban. sepihak. Khususnya unt.uk 

daerah terp.encil, perlu du.kungan khusus dalam. bentuk afi.rmasi anggaran, t.enaga ahli, dan 

pro.gram prior.itas nasional. . 

Untuk menjamin terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM), masyarakat 

berhak memanfaatkan sarana hukum serta kanal pengaduan apabila pelayanan dasar tidak 

terpenuhi secara memadai. Adapun sarana yang dapat diakses antara lain: 

1. Penyampaian laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia; 

2. Pengajuan keluhan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Kementerian Dalam 

Negeri; 

3. Menggugat melalui jalur hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); 

4. Melapor kepada organisasi non-pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH). 

Pemanfaatan mekanisme-mekanisme tersebut merupakan wujud perlindungan hukum 

terhadap hak warga negara atas layanan publik yang layak. Setiap aduan yang masuk 

semestinya ditanggapi oleh pihak berwenang secara terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Demi mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi 

masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, sejumlah langkah strategis perlu dirancang dan 

dijalankan, antara lain: 

1. Penguatan fiskal daerah dengan meningkatkan alokasi dana berbasis pendekatan afirmatif; 

2. Penempatan tenaga profesional dengan sistem insentif, seperti program pengabdian sarjana 

atau kontrak khusus untuk daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terpencil); 

3. Pembentukan peraturan pelaksana yang memiliki daya ikat hukum terhadap pelaksanaan 

SPM; 

4. Pengembangan literasi hukum masyarakat mengenai hak atas pelayanan publik; 

5. Pemanfaatan sistem digital dan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan pelayanan 

ke daerah-daerah yang sulit diakses. 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 

menjadi instrumen yuridis yang penting dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat, 

khususnya yang berada di wilayah terisolasi. Melalui SPM, negara menjalankan kewajiban 

konstitusionalnya dalam menjamin keadilan pelayanan bagi seluruh warga negara. Namun 

dalam praktiknya, penerapan SPM di kawasan terpencil masih dihadapkan pada berbagai 

 
3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28C ayat (2) 
4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 11. 
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hambatan teknis dan struktural. Oleh sebab itu, perlu dibangun sinergi yang kuat antara 

pemerintah pusat dan daerah, disertai peningkatan kapasitas kelembagaan serta keterlibatan 

aktif masyarakat dalam sistem pengawasan. 

 

D. KESIMPULAN 

 Pemberlakuan .Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan. manifestasi da.ri 

tanggung j.awab negara dalam. menjamin hak konst.itusional setiap warg.a negara . atas 

.pelayanan .dasar, termasuk merek.a yang tinggal di da.erah terpencil. PP Nomor 2. Tahun 

2018. memberika.n landasan hukum yang .kuat untuk memastikan bahwa ena.m urusan 

pemer.intahan wajib seperti p.endidikan, kesehatan, dan perlindu.ngan sosial—dapat d.iakses 

oleh seluru.h masyarakat Indones.ia. Meskipun daera.h terpencil tidak di.sebut secara 

eksp.lisit, prinsip keadila.n dan inklusi.vitas yang terka.ndung dala.m peratur.an ters.ebut 

meng.amanatkan .bahwa mereka te.tap menjadi bagian. dari sasaran .kebijakan SPM. 

2. Pe.raturan Pemerintah N.omor 2 Tahun 2018 te.ntang Standar Pela.yanan Minimal 

(S.PM) merupak.an manifes.tasi nyata dari .kewajiban konstitusion.al negara dalam me.njamin 

hak dasa.r warga negara .atas pelayanan publik. .SPM menjadi instru.men hukum yan.g 

memberikan. Perlindungan terha.dap hak-hak masyarakat, t.ermasuk mereka yang bera.da di 

daerah te.rpencil, untuk memperol.eh pelayanan dasar s.eperti pendidikan., kesehatan, a.ir 

bersih, perumah.an, hingga perli.ndungan sosial. Dalam kont.eks negara hukum, k.eberadaan 

SPM menegaska.n bahwa setiap w.arga negara  
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